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TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI HALMAIIERA BARAT BIDANG PEMERINTAI{AI{ DAIT DESA
DALAM MEI{DUKUNG PESYELENGGARAAIT PEMERI$TAHAT{ DATRAH

KABUPATEN IIALMAHERA BARAT
TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan menselaraskan penyelenggaraari
tugas-tugas bidang Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasitr
guna agar ircrjaiarr sesuai keientuan pcraturran perurrriarrg-ulrdangari,
maka diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber da]ra
aparatur bidang Pemerintahan dalam mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

b. bah'*,a mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalarn
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Irull!Ul(. llSBialdiiii pCrIrUi iilLaiieiii !tiir$ Liijiauaiijti UiCIi i-Ciii('i-iiiiali
Kabupaten Halmahera Barat khususnya dibidang Pemerintahan sertit
untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat dibutuhkan
keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa daiam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. bah..va berdasari<an pertimbangan sebagaimana ciimaksuei riaiam iruruf
a rian huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati HaLmahera Ba-ra-t
tentang Staf Khusus Bupati Halrnahera Barat Bidang Pemerintahan dan
Desa Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintaha:: IJaer-ah
Katrupaten Halmahera Barat Tahun '2024;

Ii,iengingat : i. Untiang-undang Nomor trO Tahun i958 tentang Penetaparr ijnctang,
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukar Daerah-
daerah Sr,vatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
X.{aiuku menjad i Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen-velenggaraarr
Ne8tara yang bebas dari Kolusi. Korupsi dan Nenotisme:

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang PeruLrahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maiuku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

4. Unriang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemtrentukan
Kalrupai-en Liaimahera Ulara, Kai;upaten Haimahera Sclaiari,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Pravinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. lJndang-undang Nomor 1 ?ahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipii

ruegara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi

Pemerintahan;
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11.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}fi tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perirnbangan;
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l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

i4.Peraturan Pemerintah i.{omor i2 Tahun 2017 tentang Pembinaan cian
Pengar,vasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeioiaan
Keuangan Daerah;

16"Peraturan Presiden Nomor B7 Tahun 2A74 tentang Peraiuran
Pelaksanaan Undang-undanq Nomor 12 Tahun 2A1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun '2AZA tentang
Fetiumarr Tekrris Fengeit;iaan Ke uangan Daerah;

19.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2Lj'21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Haimahera Barat
Noi:icr 6 Tahr-rn 2016 tentang Pembentnkan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabripaien Halmahera Barat;

Z0.Peraluran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun 2$2+
teniang Anggaran Pendapatan rian Eelanja l)aerah Kabu;:aterl
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A24;

2l"Peraturan Buparj Hahaahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 teatang
Peubahan ketiga atas Peraturarr Bupati Halmahera Barat Ncmor lc
Tahun 20i6 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
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Penjabar"an APRD Kabupaten l{almahera Barat Tah*n Anggaran '2{s24;

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keriangan Setda
Kabupaten l{almahera Barat Nomor : 8471'21212A24 perthal
Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Saudara Halger Artenis Tetoyo, S.AP sebagai Stal
Khusus Bupati Halmahera Earat Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masa kontrak keq'a Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa
Daiam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1?
Buian terhitung mulai tanqgal 1 Bulan.Ianuari samoai dengan tanggal
31 llulan Desember Tahun 2424.

Masa kontrak sebagaimana dirnaksud Diktum Kedua, se.waktu-rnaktu
dapat diti j'au danlatau diakhiri bilamana tidak sesuai denga*
ketentuan peraturan perundang-undangan, berl-entangan cle:ngan
kebijakan percerintah danlatau bertentarlgali dengan hal-hal iain .yang-nersiiat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalarn Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangar:
kinerja dengan besaran Rp. 4.5OO.OOO,- {Empat Juta Lima Ratus Ribu
Rupiahi.

Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dal Desa Dalam Mendukung
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah seiain memperoleh Hak-hak
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikalr
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengail
perat-uran perundang-undangan l/ang berlaku dengan memperhatikai:
kemarnpuirn keuangan Daerait.

Staf Khus*s Elupaii Biriang Psrrr*rjr:tahan dar:, Des* Daiaar fuierrdu=trrtg
Petr}reiengg.iraail Pemeintai:aa Daeral; daEat cLib*rikan bantuar: ]:ia-rra
pr:4'a}*nan eiina* Daiam Ilaerah maitpun Heh:a-r llaerah lD;rlam ittged)
ilisetarahkaa dengan Perialana* Di.nas F{on fririS.
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staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam Mendukung
PenTeienggaraan Pernerintahan Daerah meanpunyai tugas sebagai
berikut:
a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam pemmusan kebijakan

Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa Dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang mencakup pela3ranan administrasi
pemerintahan, pem bangunan dan kemasyarakatan;

b. Ivleiaksanakan irienrifikasi rian anaiisis pokok permasaiahan yang
urgen dan strategis di bidang Pemerintahan dan Desa;

c. Menlrusua perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan
dan Desa;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan
Daerah bidang Pemerintahan dan Desa agar sesuai dengan visi dan
Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;

e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Desa, clalam
menjaiankan tugas berkoordinasi derlgan Sekreiaris Daerahr cial
melaporkan kepada Bupati.

segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeruarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran penrlapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten l{almahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggai : 2 r'2Q21

BUPATI BARAT.,

Tembusan: Disampaikan kepada Yrh ;

i, Sekretaris Daerah KaL.,= Halmahera Ra-rat c1i .Iailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat cli Jailolo,
3. I{epala BKAD KaLr. Hahnahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutaa untuk diketahui.

x

Ass. Eid. Administrasi Umum

L olroc I im',m Dcra-^^-,,^- .a,Ils Uui) v riiu j rIt I Li L :iL Uild(rl I G

Kabag. Hukum & Orgs


